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Tanda Tanya di Belakang WTP

WTP SEJATINYA sebuah
pendapat (opini) profesionali-
tas. Pendapat tersebut sebagai
rumusan hasil pemeriksaaan
terhadap laporan keuangan en-
titas. Pendapat profesional itu
hanya sah padaidentitas tertentu
saja. Tidak semua orang yang
ahli dalam pekerjaan akuntansi
boleh menyatakan pendapat
profesional itu.

Begitulah kreasi “aturan main”
dalam komunitas ini. Ilmunya
sendiri adalah auditing, yang
dipandankatakan sebagai “pe-
meriksaan akuntan”. Klaim sede-
mikian rupa yang membatasi
pengertian (reduksi) auditing,
mengecohkan mungkin banyak
orang tentang bidang pekerjaan
dan mengenai subjek yang dis-
ebut ahliitu.

Dalam hal ini ‘pemeriksaan
akuntan’ (auditing) adalah peker-
jaan yang memeriksa laporan
keuangan entitas atau perusa-
haan. Akuntansi, sebagaimana
yang umumnya, pekerjaan yang
menghasilkan laporan keuangan,

tetapi produk akuntansiitusend- -

iri tidak dinamakannya laporan
aluntansi. Beberapaistilah dalam
akuntansi, seperti mencakup dan
serupa, yang dianggap seolah-
olah sudah tahu sendiri. Salah
satu kesulitan dalam akuntansi
barangkali banyak dan tidak tert-
ibnya istilah-istilah keilmuan.
Media tulis banyak mewartakan
WTP. Sebagaimana tampaknya,
perolehan WTP bagaikan serti-
fikasi kinerja tata kelola keuangan
entitas kepemerintahan, Itu yang
terlihat dipahami pertama kali.
Fenomena (sebagaimana tam-
paknya) ini menarik perhatian.
Apakah WTP itu suatu ilusi atau
fatamorgana? Percaya begitu
saja pada siapa itu akuntansi dan
kuasanya. Kata Michael Foucault
(1926-1984), filosof Perancis itu,
mengibaratkan pasien yang gam-
pang dan patuh/manut begitu
saja pada dokter (subjection). Be-
tapa tidak kalau kita telusuri kilas
balik perihal ini. Kesempatan ini
kita menoleh sepintas pada Teori
Quantum dan Teori Relativitas,
mengenai materi yang terdalam

tampaklebih besar sepertigelom- -

< bang(string) daripa-

dapartikel.-Hukum _

Ketidakpastian dari
pemenang Nobel,
Hesienberg, menya-
takan bahwa mus-
tahil bagi kita untuk
menentukan posisi

dan kecepatan sebuah partikel
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lingkungan dan karakter
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kekitaan, sebuah agen-
da pernikiran akuntansi.

kan posisi sebuah partikel, dan Aminuliah La Bangge Akuntansi menghadapi

semakin tidak pasti momentu-
mnya, dan sebaliknya. Dalam
mekanika quantum, mustahil
kepastian dan ketidakpastian
terjadi bersamaan, sampai pada
posisi tertentu semakin tidak
pasti momentumnya. Hukum
mekanistik terkoreksi padamonad
atau materi yang terdalam (level
subatomik).

Terlebih kepada penampa-
kan secara sosial termasuk pada

" akuntansi, ketidakpastian itu mo-

mentumnya bukan fisikal tetapi
konsepsional. Ketidakpastian itu
jika dinyatakan secara matematis
di luar momentum rentang 0
sampai 1. Ketidakpastian itu
sebagai kemisterian kenyataan
dalam pemahaman akal, bukan
sesuatu kemustahilan. Jacques
Derrida (1930-2004) bilang, yang
dapat ditangkap hanya jejak ke-
nyataan, kenyataan itu sendiri
tidak hadir (abstain). Padahal,
faktanya bahwa sebenarnya ke-
nyataan itu sendiri cahaya seh-
ingga yang tertangkap tampak
nisbi. Kita mengakuntansikan
kenyataan itu - semungkin tidak
mustahil penginderaan bisa (ab-
duktif). Kita mencatat perjalanan
sekilas pendapat akuntan pada
bidang kepemerintahan secara
umum.

Dalam masa reformasi tahap
pertama, sebagai awal gelombang
kedua munculnya Pendapat
(opini) akuntan. Karena akun-
tansi pemerintah adalah hal
yang baru, perjalanan penerapan
SAP mengalami masa dimana
pemerintah tertatih-tatih melak-
sanakannya di semua instansi
pemerintahan, baik pemerintah
pusat maupun daerah. Hal ini
dibuktikan dengan diterimanya
Opini Disclaimer (tidakmember-
ikan pendapat) terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) selama lima tahun bertu-
rut-furut. Begitupun di lingkun-
gan pemerintah daerah (pemda),
waktu itu sebagian besar pemda
masih berada diantara opini Wa-
jar Dengan Pengecualian (WDP)
dan Disclaimer, sedangkan Opini
jar Tanpa Pengecualian (WTP)
‘masiimenjadisesuatuyang “ma-
hal, sehingga tidaklah banyak
yangmampu mencapainya. Akan
tetapi seiring berjalannya waktu,
perlahan namun pasti akhirnya
akuntansi pemerintah menjadi

hal biasa, kualitas opini laporan
keuangan di pemerintah pusat
dan daerah membaik secara
signifikan. Opini WTP bukan lagi
menjadi halyang “mahal; bahkan

ada pemdayang membuatmotto .

“Forever WTP”

Gelombang berikutnya adalah
pentas WTP. Dalam periode re-
formasi akuntansi pemerintahan,
seyogyanya akan lebih banyak
laporan keuangan pemerintah
yang mendapat predikat WTP.
Kalau booming WTP, mengikuti
pandangan sebelumnya, negara
ini dapat disimpulkan secara
akuntansi sudah terpenuhi tu-
juan ekonomi dan sosialnya.
Pemerintahan Kota Pontianak
misalnya, layak bangga dengan
prestasi sudah empat tahun ber-
turut-turut mendapat WTP atas
laporan keuangannya yang sudah
pula menerapkan basis akun-
tansi akrual (humas.pontianaldkota.
go.id). Dibanding Pemerintahan
DKI Jakarta yang justru menun-
jukkan penurunan prestasi dari
WTPmenjadi WDP untuk periode
tahun anggaran 2014. Bisakah dua
entitas ini disandingkan untuk
dinilai sehingga diperoleh suatu
simpulan: Kalau entitas memilild
karakteristik sendiri- sendiri yang
khas, pembandingan semacamitu
tidak akurat (incommensurable).
Sebagaimana dipentaskan, publik
mendapatkan suguhan “agenda
pemikiran akuntansi” dalam pe-
riode reformasi akuntansi pemer-
intahan.

Sementara di balik pentas ada
jurang pengharapan antara ideal-
itas dan realita (gap expectation).
Laporan keuangan perusahaan
secara formal sudah memiliki
kepedulian sosial danlingkungan,
tetapi tidak membawa dampak
empiris apapun terhadap keber-
lanjutan dan ekologis di lapangan
(Mulawarman, 2011).

WTP merupakan suatu sim-
pulan objektivitas dari internal
entitas. Kewajaran sebagai ben-
tuk pemikiran akuntansi yang
menilai penampakkan entitas.se-
bagaiipghdmateri yafigterpetret
padalaporan keuangan. Laporan
akuntansi menjadi laporan yang
tanggap terhadap laporan keuan-
gan. Akuntansi entitas publik
di Indonesia sedang memban-
gun diri dan tampil membentuk

tantangan logika sosial
sehingga klaim aluntansi
sebagai teknologi meng-
aburkan tujuan akuntansi
yang bersifat publik (eksis-
tensi).
WTP kehilangan mak-
na kewajaran yang boleh
dipahami publik, yang

panglima. Sebagai panglima
yangbaik, ketauladan hukum
adalah perintah lultural dan
pesanmoral untukkehidupan
yang beradab. Kalau realita
dan tujuan hukum ditelikung,
membungkus nalar dalam
kejahatan sempurna. Takut
salah tetapi tidak tahu pula
yang benar menciptakan
serba salah dan ketakutan-
ketakutan. karena kebenaran
menjelma mitos. Jika diedu-

memberikan penilaian ke-~"kasi berulang-ulang, me-

absahan (legitimasi) dan
keaslian (orsinilitas) terh-
adap kebendaan laporan
keuangan. Ada kesenjangan
pemaknaan atau pemaha-
man (beda pengharapan)
ataukah politisasi kepentin-
gan (gap expectation). Yang
mungkin relevan adalah
menilai laporan keuangan
terkait sebagai ketepatgu-
naannya. Akuntansi yang
berbasis budaya anglo saxon
apakah tepat guna dengan
budaya akuntansi Indonesia.
Adakah itu? Atau semen-
tara kita melupakan hal itu,
karena kita harus melayani
‘tamu’ investor. Kita bebas-
kan krusial itu karena kiblat
kita harus mengacu kepada
mereka di luar sana.
Sementara eforia akun-
tansi sudah meredup, terganti
eforia hukum yang dijadikan

mantik penalaran sesat, sep-
ertimengajari anak-anakkecil
tentang pemali atau tabu.
Peradaban dengan mitosmo-
deren. Ketakutan-ketakutan

- sebagai dampak pencitraan

kebenaran mewabah dalam
bentuk psikologi pasar - nalar
dicampur dengan sentimen.
Timbangan keadilan seperti
neracakeuangan. Ruangpub-
lik didekorasi berhala iden-
titas. Ketakutan-ketakutan
dan kerabunan "publik itu
adakah ja suatu misteri atau
sepertiadakelebat hantu. Bak
psipokat kerah putih, tampil
kegilaan serupa dengan ke-
wajaran.
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